PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan

bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-
langkah penanganan  dan pendekatan  yang
sistematik, terpadu dan meﬁyeluruh, dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar
warga ncéara secara layak melalui pembangunan
inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk

mewujudkan kehidupan yang bermartabat;

. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan

efisiensi program percepatan penanggulangan
kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya
penajaman program perlindungan sosial,; '
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indoﬁesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasiohal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia

Nomor 4456);

6. Undang-Undang...



Menetapkan
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20092 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG  PROGRAM

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 1...




-4 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan
program pémerintah dan pemerintah daerah yang
dilakukan secara sistematis, terencana, dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat.

. Program  penanggulangan  kemiskinan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh  pemerintah,
pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro
dan kecil, serta program lain dalam rangka

meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

(1) Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,

Pemerintah menetapkan program perlindungan
sosial. .

(2) Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;

b. Program Indonesia Pintar;

c. Program Indonesia Sehat.

Pasal 3...




Pasal 3

(1) Untuk menjamin Kketepatan sasaran program
perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah melaksanakan pendataan
penerima program perlindungan sosial.

 (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian terkait.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
menerbitkan kartu identitas bagi penerima program
perlindungan sosial.

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Kartu Keluarga Sejahtera untuk penerima
Program Simpanan Keluarga Sejahtera;

b. Kartu Indonesia Pintar untuk penerima-Program
Indonesia Pintar;

c. Kartu Indonesia Sehat untuk penerima Program

Indonesia Sehat.

Pasal 5...
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Pasal 5

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan, Pemerintah
membentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pembentukan Tim, tugas dan fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Presiden tersendiri.

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan. program percepatan
penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, segala
kegiatan perlindungan sosial tetap dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah direncanakan atau
disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...

.




.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
' Diundangkan di Jakarta
pada tanggal |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
.REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR



